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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan 


Berdasarkan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No: 9922/72 tanggal 21 Juni 1972, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bandung membawahi 5 ( Lima ) satuan kerja Yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi ( BAPAR )

2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah ( IREDA )

3. Bagian Exploitasi Parkir ( BEP )

4. Bagian Perusahaan Pasar ( BPP )

5. Bagaimana Tata Usaha Dalam ( TUD )

Pada tahun 1980, di keluarkan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Bandung No : 09/PD. 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana struktur Organisasi Dispenda mengalami perubahan, semula membawahi 5 ( lima ) satuan unit kerja maka diubah menjadi 7 ( tujuh ) satuan unit kerja :

1. Sub bagian tata usaha

2. Seksi Pajak

3. Seksi Retribusi

4. Seksi Ipeda

5. Seksi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 

6. UPTD pasar

7. UPTD parker dan terminal

Dalam kegiatan operasional unit kerja tersebut di atas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak / retribusi, dipakai sistem MAPEDA ( Manual Administrasi Pendapatan Daerah ). Dengan sistem MAPEDA petugas langsung melakukan kegiatan pemungutan pajak / retribusi secara langsung kepada wajib pajak secara “ door to door “.

Guna mendapatkan keseragaman Struktur Dinas  Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, di keluarkan keputusan menteri luar negri No. 23 tahun 1989 tentang susunan Organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah tingkat II, yang di tindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan dikeluarkannya PERDA No.11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung , dengan dikeluarkannya keputusan Mendagri No.23 tahun 1989 perlu disusun sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta pemungutan pajak bumi dan prosedur yang telah di tetapkan terlebih dahulu dengan ditetapkan terlebih dahulu dengan keputusan Mendagri No.23 1990 tentang sistem dan prosedur perpajakan.


Retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten / kotamadya daerah tingkat II Bandung seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih di kenal dengan nama MAPATDA ( Manual Pendapatan Daerah ).


Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak / retribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara door to door menjadi sel assment, yaitu wajib pajak menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak ke Dinas Pendapatan Daerah.

2.2 Struktur Organisasi
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Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Organisasi adalah suatu kumpulan orang – orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan berbentuk suatu organisasi yang terdiri dari bagian – bagian yang bertanggung jawab atas pekerjaan masing – masing sebagai usaha untuk mencapai tujuan bersama.


Oleh karena itu berada itu keberadaan struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat mutlak di butuhkan untuk kelancaran organisasi di dalam melaksanakan aktivitasnya agar tertib, lancar, terorganisir dn sesuai dengan job deskription masing – masing bagian.


Dengan adanya struktur organisasi di harapkan dapat menciptakan suatu kegiatan yang efektif dan efisien, serta dapat terciptanya suatu pengendalian yang intern, yaitu dengan pemisahan fungsi tiap bagian dalam organisasi dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab tiap – tiap bagian dalam mencapai tujuan organisasi, seperti halnya pada struktur organisasi, seperti halnya pada struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung.

2.3 Deskripsi Jabatan 

Berdasarkan  perda No. 5 tahun 2001 tugas masing –masing bagian berbeda -beda. Di bawah ini di uraikan tugas dari masing – masing bagian :

a. Kepala Dinas tugasnya antara lain

1. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi DIPENDA.

2. Memutuskan dan menetapkan rencana dan program kerja DIPENDA sesuai dengan kebijakan Walikota.

b.    Kepala sub dinas perencanaan program tugasnya antara lain 

1. Menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis perencanaan             program perhitungan target pendapatan daerah.

2. Mengkoordinar, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusun rencana target pendapatan daerah.

c. Kepala seksi penyusunan program Libank tugasnya antara lain

1. Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rencana target pendapatan daerah.

2. Menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan prosedur dan tata kerja petugas / wajib pajak dan retribusi

d.
Kepala seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang tugasnya antar lain

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis meningkatkan sumber pendapatan asli daerah serta mengembangkan sumber – sumber pendapatan lainnya.

2. Menyusun konsep dalam rangka upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan pendapatan dari pajak.

e.
Kepala sub dinas pajak tugasnya antara lain

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan pendataan wajib dan pendataan wajib pajak daerah

2. Mengkoordinir, memantau, dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target pendapatan daerah.

f.
Kepala seksi pendaftaran dan pendataan tugasnya antara lain

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendataran dan pendataan

2. Menyiapkan / mengirimkan dan menerima formulir pendaftaran, pendataan wajib pajak daerah yang meliputi formulir pendaftaran, formulir SPTPD, kartu data, dan kartu NPWPD.

3. Mencatat daftar induk wajib pajak, daftar wajib pajak penggolongan.

4. Membuat kartu NPWPD 

g.
Kepala seksi penetapan, tugasnya antara lain

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembukuan dan pelaporan

2. Membuat dan menyerahkan kembali nota pehitungan pajak daerah atas dasar kartu data

3. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penetapan retribusi daerah

h.
Kepala seksi pembukuan, tugasnya antara lain

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembukuan dan pelaporan

2. Mencatat dan mengarsipkan seluruh dokumen

i.
Kepal sub dinas pengendalian, tugasnya yaitu

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya

2. Mengkoordinir, memantau, dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana target pendapatan daerah

j.
Kepala seksi verifikasi dan penyitaan, tugasnya antar lain

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi

2. Mengadakan vertifikasi pajak / retribusi daerah dan surat izin berdasarkan instruksi / deposisi kepala dinas

k.
Kepala seksi pengendaliaan dan penerimaan lain – lain, tugasnya antara lain

1. Menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis prosedur tat kerja terhadap objek pajak

2. Mengadakan pemeriksaan verifikasi pajak / retribusi, surat izin dan penerimaan lain – lain

l.
Kepala seksi tunggakan dan keberatan, tugasnya antar lain

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tat kerja pelayanan terhadapobjek pajak membuat buku kendali wajib pajak

m.
Kepala sub dinas PBB dan BPHTB,tugasnya antara lain

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan PBB dan BPHTB

2. Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatanpenyusunan target PBB dan BPHTB

n.
Kepala Seksi Penagihan, tugasnya antara lain :

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja pelayanan penagihan PBB

2. Menyampaikan SPPT PBB yang diterbitkan oleh KPPBBB kepada wajib pajak

o.
Kepala Seksi Tunggakan dan Keberatan, tugasnya antara lain 

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja pelayanan tunggakan dan keberatan PBB serta BPHTB

2. Mengadakan verifikasi objek dan subjek PBB dan BPHTB

p.
Kepala Seksi Administrasi BPHTB, tugasnya antara lain

1. Menyusun pelayanan administrasi BPHTB

2. Menerima Arsip Penerimaan BPHTB serta salinan SPPTPBB yang telah dilegalisir sebagai bahan pembayaran BTHTB

2.4  Aspek Kegiatan BPHTB Bandung 


Berdasarkan keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.9922/72 tanggal 21 Juni 1972 Dinas Pendapatan daerah Kotamadya Bandung. Dalam kegiatan operasional kerja, khususnya dalam hal pemungutan pajak dipakai sistem MAPEDA ( Manual Administrasi Pendapatan Daerah ), dengan sistem ini petugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak secara langgsung kepada wajib pajak dan dalam pemungutan PBB di Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia. Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak daerah yang sebelumnya dilakukan secara door to door menjadi Self Assentment.
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